





REGULASI ASAS PEMAAFAN 
HAKIM(JUDICIAL PARDON) DALAM 




Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Rangka Penyelesaian Studi untuk 
Mencapai Gelar Sarjana Hukum 


















REGULASI ASAS PEMAAFAN HAKIM 
(JUDICIAL PARDON) DALAM PERSPEKTIF 
 PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA 
 
REGULATION OF THE PRINCIPLE OF JUDGE’S FORGIVENESS 
 (JUDICIAL PARDON) IN THE PERSPECTIVE 




Rimba Kusuma Aji 
NPM 5116500160 
 
Telah di periksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Tegal, 18 Februari 2021 
Pembimbing I 
 
Dr. H.Fajar Ari S. SH.,M.H 
NIDN. 0606066001 
 Pembimbing II 
 





Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag 






REGULASI ASAS PEMAAFAN HAKIM 
(JUDICIAL PARDON) DALAM PERSPEKTIF 
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA 
 
REGULATION OF THE PRINCIPLE OF JUDGE’S FORGIVENESS 
(JUDICIAL PARDON) IN THE PERSPECTIVE 
OF CRIMINAL LAW REFORM 
 
 
Rimba Kusuma Aji 
NPM 5116500160 
 
Telah di periksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing  


























Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag 






PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
Yang bertanda tangan di bawa ini :  
Nama    : Rimba Kusuma Aji 
NPM    : 5114500160 
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 17 Januari 1998 
Program Studi   : Ilmu Hukum 
Judul Skripsi : REGULASI ASAS PEMAAFAN HAKIM 
(JUDICIAL PARDON) DALAM PERSPEKTIF 
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. 
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis 
sendiri, orisinil dan tidak di buatkan oleh orang lain serta belum pernah di tulis 
oleh orang lain. Apabila di kemudin hari terbukti peryataan penulis ini tidak 
benar, maka penulis bersedia gelar sarjanah hukum (S.H.) yang telah di peroleh di 
batalkan.  
Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenenya. 
Tegal, 17 Februari 2021 
Yang menyatakan  
 






Adanya permasalahan mengenai tindak pidana dalam hukum acara pidana 
hakim sebagai pengambil keputusan di dalam persidangan juga mempunyai hati 
nurani dalam mengambil keputusan di dalam persidangan terkait dengan 
penggunaan asas pemaafan hakim (judicial pardon) dalam perspektif 
pembaharuan hukum pidana. 
Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui regulasi asas pemaafan 
hakim (judicial pardon) dalam perspektif hokum pidana (2) untuk mengetahui 
penerapan asas pemaafan hakim (judicial pardon) yang mendukung penerapan 
asas dalam persidangan (3) untuk mengetahui kendala penggunaan asas pemaafan 
hakim (judicial pardon) bagi terdakwa. 
Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian 
kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder.Sumber datanya 
dapat di peroleh melalui penelusuran dokumen penelitian ini termasuk penelitian 
kepustakaan karena data yang di guakan lebih banyak menggunakan data 
sekunder berupa dokumen peundang-undangan.Pendekatan penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif pendekatan 
hokum normative adalah penelitian hokum yang mengkaji hukum tertulis atau 
hokum positif. 
 Manfaat penelitian ini di harapkan memberikan informasi dan 
pengetahuan pada masyarakat, mahasiswa, akademisi, praktisi,  dan semua pihak 
yang membutuhkan dalam upaya mempelajari hokum positif yang berlaku di 
Indonesia dalam regulasi asas pemaafan hakim. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi, 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan fakultas hokum universitas pancasakti tegal 






The existence of problems regarding criminal acts in criminal procedural 
law, judges as decision makers in the trial also have a conscience in making 
decisions in court related to the use of the Principle of forgiveness of judges. For 
this reason, the important meaning of the regulation of the principle of forgiveness 
of judges (judicial pardon) in the perspective of criminal law reform. 
 This research aims: (1) To find out the regulation of the principle of judge 
forgiveness (judicial pardon) in the perspective of criminal law (2) To know the 
application of the principle of forgiveness of judges (judicial pardon) which 
supports the application of the principle of forgiveness in court (3) To determine 
the obstacles in using the principle of forgiveness of judges (judicial pardon) for 
the accused. 
 Researchers conducted research using library research methods, namely 
research using secondary data. The data source can be obtained through document 
tracing. This research includes library research because the data used is mostly 
secondary data in the form of statutory documents. The research approach used in 
this research is the normative legal approach. The normative legal approach is 
legal research that examines written law or positive law. 
The benefits of this research are expected to provide information and 
knowledge to the public, students, academics, practitioners, and all those in need 
in studying the positive law that applies in Indonesia in the regulation of the 
principle of judge forgiveness. 
Based on the results of this research, it is hoped that it will become material for 
information and input for students, academics, practitioners, and all those in need 
in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal. 
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A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan 
juga sebagai negara hukum, sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Indonesia ialah 
negara yang berdasar atas hukum1”. Yang bermakna bahwa “Negara Indonesia 
berdasarkan atas hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka 
(Machtstaat)”.Konsep negara hukum di sini haruslah diartikan dan 
diimplementasikan selaras dengan nilai-nilai Pancasila,sebab Pancasila 
merupakan sumber dari segala sumber hukum, yaitu hukum yang 
berketuhanan, berkemanusiaan, hukum yang beradab, berkeadilan, dan 
sebagainya2. 
Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-
perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat 
dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu3. Hans Kelsen 
menambahkan bahwa hukum adalah aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan-
aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak 
menumpuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi seperangkat aturan (rules) 
yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, 
                                               
1Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) 
2 SatjiptoRahardjo,Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta: Genta 
Publishing, 2009. 





konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum hanya 
memperhatikan satu aturan saja4. 
Hukum pidana merupakan salah satu bidang dari sistem hukum nasional 
yang didalam kerangka kerjanya merupakan bagian dari sistem peradilan 
pidana.Hukum pidana dan sistem peradilan pidana, merupakan salah satu 
instrumen pengaturan dan perlindungan berbagai kepentingan secara seimbang 
diantara kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kolektivitas 
didalamnya maupun kepentingan individu atau perorangan termasuk 
kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan5.Hukum pidana 
cenderung merupakan penyempurna bagi peraturan hukum lainnya, dimana 
hukum pidana sebagai sebuah pisau yang membatasi kewenangan dan juga hak 
dari seseorang, sering kali kita mendengar bahwa hukum pidana merupakan 
alternatif terakhir yang digunakan dalam menyelesaikan suatu konflik yang 
timbul dari adanya pergeseran hak antar masyarakat. Disatu sisi hukum pidana 
akan melindungi hak seseorang tapi disisi lain juga membatasi bahkan 
merampas hak seseorang lainnya. 
Sementara itu hukum positif di Indonesia ada sejak kemerdekaan sampai 
saat ini, yang mana masih berpedoman pada hukum warisan kolonial Belanda 
yang dikodifikasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
padahal dalam perkembangannya nilai-nilai dalam hukum Belanda sudah tidak 
sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Inilah yang menjadi faktor 
                                               
4Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsesn tentang Hukum, Jakarta: Sekjen 
dan Kepaniteraan MK-RI, 2006,  hlm. 13. 






bekerjanya hukum pidana di Indonesia terkesan sangat kaku, karena KUHP 
menganut asas legalitas formil yang hanya mengakui hukum tertulis saja, 
hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia seolah-olah diabaikan dan 
tidak diakui sebagai sumber hukum. Hal inilah yang memerlukan usaha 
pembaharuan hukum pidana yaitu menghidupkan kembali hukum yang hidup 
di masyarakat yang seolah-olah dimatikan oleh hukum kolonial. 
Sehingga hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana 
Belanda (Wetboek van Strafrecht), yang diberlakukan melalui Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1946 dan kemudian disebut Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, sudah ada 
keinginan dari bangsa ini untuk memiliki Hukum Pidana (KUHP) dari 
“produk” bangsa sendiri sebagai KUHP Nasional, yang kemudian sejak tahun 
1960-an pakar hukum Indonesia mulai memikirkan dan merealisasikannya 
dalam bentuk konsep Rancangan Undang-undang tentang KUHP. 
Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa usaha pembaharuan hukum di 
Indonesia sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 dan tidak dapat dilepaskan 
pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah 
dirumuskan juga dalam Pembukaan UUD 1945.Tujuan yang dimaksud adalah 
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum berdasarkan Pancasila”.Garis kebijakan umum inilah sebagai landasan 





dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang 
hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia6. 
Hukum pidana sebagai peraturan yang mengatur tentang sanksi dalam hal 
pemberian pidana, untuk itu pembahasannya tidak sebatas sebagai persoalan 
Hakim saja.Akan tetapi persoalan yang lebih luas menyangkut pemahaman 
hukum sebagai suatu sistem, artinya menyangkut lembaga atau badan yang 
mempunyai fungsi legalitas yang menentukan sanksi pidana, lembaga atau 
badan yang mendukung pelaksanaan sanksi hukum pidana itu sendiri. 
Persoalan penjatuhan pidana adalah persoalan berkaitan dengan nasib 
seseorang (pelaku tindak pidana).Untuk itu diperlukan pedoman yang dapat 
dijadikan rujukan oleh Hakim khususnya, dalam hal penjatuhan/pemberian 
pidana.Hakim sebelum menjatuhkan piadana, juga harus memperhatikan sifat 
dan dampak dari tindak pidana itu sendiri, baik terkait tindak pidana ringan 
maupun tindak pidana barat sehingga tidak keluar dari tujuan pemidanaannya. 
Sehingga hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan 
manusia saja (daad strafrecht) sebab dengan demikian hukum pidana menjadi 
tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Sebaliknya hukum pidana 
juga tidak bener apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (daderstrafrecht), 
sebeb dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan 
memanjakanpenjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu 
                                               
6Ira A. Maerani, “Implemantasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana 






kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak 
pidana7. 
Sebagai contohnya yaitu kasus Nenek Minah yang dituduh mencuri tiga 
(3) biji kakao yang kemudian dihukum pidana percobaan 1 bulan 15 hari, kasus 
pencurian kapuk randu oleh Manisih dan anggota keluarganya dipidana penjara 
selama 24 hari, kasus Basar dan Cholil yang dituduh mencuri buah semangka. 
Semua perbuatan dalam kasus tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana 
pencurian semata-mata hanya dilihat bahwa perbuatan tersebut memenuhi 
rumusan pasal 362 KUHP.Fenomena ini membuktikan bahwa hukum pidana di 
Indonesia sangatlah kaku sehingga mengenyampingkan kebenaran materiil 
atau fakta yang sesungguhnya dibalik perbuatan yang 
didakwakan.Sebagaimana diungkapkan oleh Hakim yang memutus perkara 
Mbah Minah, yaitu Hakim Bambang.Beliau menyatakan bahwa kasus seperti 
yang melibatkan Mbah Minah tidak semestinya sampai disidangkan di 
pengadilan.Karena kasus tersebut merupakan kasus sederhana atau kasus 
ringan8. 
Hal ini menjadi ironi, karena dalam beberapa kasus-kasus mereka tetap 
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh hakim.Indonesia sebagai negara 
yang mempunyai Pancasila justru pada praktiknya tidak secara penuh 
mengamalkan sisl-sila yang tercantum dalam Pancasila.Seolah-olah seseorang 
yang terbukti memenuhi rumusan undang-undang secara langsung dapat 
                                               
7E. Soponyono, “Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada 
Korban”, dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, No. 1, pp. 29-41, 2012. 
8I. Wibawa, “The Developmentof the Indonesian Criminal Code Derived From The 





dinyatakan bersalah dan harus dipidana.Sehinga tidak mencerminkan asas 
demokrasi, asas kemasyarakatan, asas kemanusiaan, asas keadilan sosial juga 
asas ketuhanan. 
Rasa keadilan masyarakat (Moral Justice) pernah selalu di anggap jarang 
bisa dipenuhi oleh apa yang telah menjadi hasil dari sebuah acara persidangan 
di Pengadilan. Telah banyak dilakukan tindakan dan upaya oleh lembaga-
lembaga hukum pidana di negara kita untuk memulihkan citra hukum di mata 
masyarakat, bahkan tidak henti-hentinya negara kita melakukan perbandingan 
hukum dengan negra-negara lain. Demi mendapatkan akan sesuatu peraturan 
atau kebijakan yang nantinya di harapkan bisa menekan angka tindak pidana, 
tentu saja juga demi terciptanya rasa keadilan masyarakat dari putusan-putusan 
yang di keluarkan oleh hakim-hakim pidana nantinya.  
Dalam perkembangannya sekarang, perbandingan hukum tidak 
mempunyai objek tersendiri tetapi mempelajari hubungan-hubungan sosial 
yang telah menjadi objek studi dari cabang-cabang hukum yang telah ada9. 
Sebagian dari hasil perbandingan hukum pidana nasional dengan hukum 
pidana di negara-negara lain, yang kemudian menjadi bahan untuk 
pembaharuan hukum pidana Indonesia yang nantinya dituangkan dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. Bahkan mungkin juga akan di tuangkan 
dalam peraturan perundang-undanagan lain nantinya, dimana tentu saja sejauh 
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana nasional.  
                                               
9Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 





Sejalan dengan selalu munculnya harapan-harapan dari masyarakat untuk 
mencapai Moral Justiceini, sebenarnya hal ini telah terlebih dahulu di pikirkan 
atau di harapkan untuk selalu dapat tercapai oleh hakim-hakim pidana.Hakim 
mengenal ada dua rasa keadilan yang akan berlaku setelah dia membuat suatu 
keputusan atau setelah menjatuhkan suatu hukuman atau pidana terhadap 
seorang individu anggota masyarakat. Rasa keadilan masyarakat dan rasa 
keadilan berdasar undang-undang. Apabila rasa keadilan berdasar undang-
undang ini di anggap oleh hakim telah terpenuhi lewat putusan yang ia 
jatuhkan, maka belum tentu juga di rasakan adil oleh masyarakat, atau bahkan 
ada yang menyatakan keputusan itu benar-benar tidak adil, dan begitu pula 
sebaliknya. Walaupun keputusan hakim untuk menghukum seringan-
ringannyaterhadap seseorang pelaku tindak pidana yang menurut hakim 
putusan tersebut sudah sangat tepat, namun masih saja di anggap tidak adil 
oleh si terdakwa dengan berbagai alasan. 
Hakim bisa saja menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa jika dalam 
perbuatannya tidak memenuhi unsur melawan hukum, menjatuhkan putusan 
lepas terhadap terdakwa jika dalam perbuatannya bukan merupakan suatu 
tindak kejahatan dan menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap seorang 
terdakwa jika semua unsur pertanggungjawaban pidana terbukti, sehingga bisa 
di katakan sebagai suatu tindak pidana atau dengan kata lain terdakwa terbukti 
bersalah.  
Istilah Judicial Pardon (pemaafan oleh hakim) terhadap terdakwa yang 





pertimbangna-pertimbangan tertentu, hukum memberikan kewenangan kepada 
hakim untuk memberikan maaf atau pengampunan kepada terpidana tanpa 
menjatuhkan pidana atau tindakan apapun.Judicial Pardon di harapkan bisa 
menjadi salah satu motor untuk terciptanya dua rasa keadilan yang ada dalam 
penerapan hukum dan Undang-Undang yaitu Moral Justice dan Law Justice. 
Harapan inilah yang tentu saja diharapkan oleh tidak hanya penegak hukum 
namun juga semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia ini. 
Berdasarkan uraian di atasmaka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai kewenangan hakim yang dapat 
memberikan pemaafan terhadap terdakwa, dengan judul “Regulasi Asas 
Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum 
Pidana”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah tersebut, maka ada beberapa permasalahan 
yang akan ditekankan pada penelitian ini, yaitu : 
1. Bagaimana regulasi asas pemaafan hakim (judicial pardon) dalam 
perspektif hukum pidana? 
2. Bagaimana penerapan asas pemaafan hakim (judicial pardon) yang 
mendukung terdakwa dalam persidangan? 
3. Bagaimana kendala penggunaan asas pemaafan hakim (judicial 







C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dari penulisan rumusan masalah diatas, yaitu : 
1. Untuk mengetahui regulasi asas pemaafan hakim (judicial pardon) 
dalam perspektif hukum pidana. 
2. Untuk mengetahui penerapan asas pemaafan hakim (judicial pardon) 
yang mendukung terdakwa dalam persidangan. 
3. Untuk mengetahui kendala penggunaan asas pemaafan hakim (judicial 
pardon) bagi terdakwa. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, 
khususnya pengetahuan hukum pidana. 
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
hukum pidana bagi setiap masyarakat pada umumnya dan peneliti 
pada khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan regulasi asas 
pemaafan hakim (judicial pardon) dalam hukum pidana. 
2. Manfaat Praktis 
Adanya sumbangsi pikiran dan masukan-masukan dari hasil penelitian 
terhadap lembaga-lembagahukumyaitu 
khususnyalembagaKehakimanmengenai regulasi asas pemaafan hakim 





E. Tinjauan Pustaka 
Pidana pemaaf bukanlah suatu upaya hukum (rechtsmiddel) dalam hukum 
acara pidana, dan karena itu bukanlah suatu hak yang dibrikan kepada 
terdakwa maupun penuntut umum.sedangkan pengampunan mempunyai tujuan 
lain, yakni meniadakan pelaksanaan meskipun asasnya adalah hukum harus 
ditegakkan, dalam hal yang khusus di berikan maaf (forgivennes) dengan tidak 
melaksanakan hukum10. Judicial Pardon dapat diartikan yaitu pengampunan 
atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundanga, dengan dasar 
keadilan masyarakat. 
Umumnya hakim dalam memutus suatu perkara adalah dengan 
menggunakan putusan pemidanaan.Putusan ini digunakan apabila terdakwa 
dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai pasal 183 
KUHAP11.Atau dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana bener-benar terjadi dan 
bahwa terdakwa benar bersalah melakukan perbuatan tersebut. 
Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur 
tentang putusan bebas dan putusan lepas yang diatur dalam Pasal 191 KUHP : 
(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 
terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa di putus bebas 
                                               
10Reksodiputro, Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (pemberian abolisi dalam perkara 
mantan presiden Soeharto Tidak Logis, benarkah itu), Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009, 
hlm. 67. 
11Indonesia, Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 





(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 
tindak pidana terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 
Putusan bebas (vrij spraak) atau putusan jenis ini berati terdakwa dijatuhi 
putusan bebas dari tuntutan hukum atau acquittal.Putusan bebas dapat di 
jatuhkan apabila terdakwa tidak memenuhi asas pembuktian secara negatif dan 
atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian12.Atas perbuatan 
melawan hukum yang dituduhkan kepada terdakwa, tidak memenuhi unsur 
pembuktian, maka terdakwa tidak dikenakan putusan melawan hukum 
melainkan diberikannya putusan bebas oleh hakim. 
Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht 
vervolging), putusan ini dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan kepada rerdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu 
bukan merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, apa yang didakwakan 
kepada terdakwa pada putusan lepas cukup terbukti secara sah dan 
meyakinkan, namun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak 
bersalah (sengaja/alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (feit 
d’excuse)13.  
Didalam pelaksanaan penegakan hukum hakimlah yang patut melakukan 
atau memberikan suatu putusan pada setiap perkara didasarkan pada 
kemampuan intelektualnya, moral dan integritas hakim terdapat nilai-nilai 
                                               
12M. Yahya Harapan, Pembahasan Permasalahan  dan Penerapan KUHAP, Jakarta: 
Sinar Grafika, 2006, hlm. 347 






keadilan, yang termuat dalam Pasal 1 ayat 8 KUHAP yang menyebutkan 
bahwa :  
“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh 
Undang-Undang untuk mengadili.” 
Kedudukan seorang hakim haruslah dijamin dalam undang-undang untuk 
mencerminkan ciri dari negara hukum adalah dengan terdapatnya suatu 
kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak juga dipengaruhi 
oleh adanya kekuasaan legislatif dan eksekutif pada dirinya, kebebasan tersebut 
bukan berarti bahwa hakim dapat memberikan suatu putusan yang sewenang-
wenang terhadap suatu perkara yang ditanganinya, akan tetapi seorang hakim 
tetap terikat pada peraturan hukum yang dapat membatasinya.  
Sebagai referensi peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian tentang 
“Regulasi Asas Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) Dalam Perspektif 
Pembaharuan Hukum PIdana”, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian 
terdahulu oleh beberapa peneliti, diantaranya:  
1.  Khilmatin Maulidah, Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, Jurnal Hukum 
Volume 1 Nomor 3, mengenai Kebijakan Formulasi Asas Permaafan 
Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional dengan 
rumusan maslah Bagaimana Kebijakan Formulasi Asas Pemaafan 
Hakim Dalam Kebijakan Hukum Pidana Yang Berlaku Saat Ini? 
Bagaimana Kebijakan Formulasi Asas Pemaafan Hakim Dalam 





Dilihat dari rumusan masalah penelitian tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan  bahwa KUHP yang berlaku saat ini pada dasarnya tidak 
mengatur mengenai asas pemaafan hakim atau rechterlijk pardon 
sehingga apabila terjadi kasus-kasus sepele yang perbuatannya sangat 
ringan/sangat kecil/tidak signifikan maka hakim selalu menjatuhkan 
putusan pidana. Seolah-olah tidak ada pilihan lain yang dapat 
memberikan ruang bagi hakim untuk memaafkan terdakwa. Sebab 
hakim hanya berpedoman pada KUHP yang sangat kaku yang 
merumuskan suatu tindak pidana semata-mata hanya jika telah 
memenuhi rumusan pasal dalam undang-undang. 
Ketika KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan kolonial 
Belanda yang tidak mengatur tentang asas pemaafan hakim, di 
Belanda telah memasukan Pasal 9a yang mengatur masalah pemaafan 
hakim sehingga pembaharuan kebijakan formulasi dalam hal ini perlu 
diupayakan.  Dalam hal ini aturan Rechterlijk Pardon pada KUHP 
Belanda terlihat hampir sama dengan rumusan Pasal 56 RKUHP, 
perbedaannya terletak pada adanya pertimbangan dari segi keadilan 
dan kemanusiaan dalam RKUHP. Perumusan konsep rechterlijk 
pardon merupakan konsep yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat Indonesia dan selaras dengan tujuan pemidanaan 
yang dirumuskan dalam RKUHP. 
2.  Mufatikhatul Farikhah, 2018,Jurnal Hukum Volume 25 Nomor 1, 





Masyarakat Adat Di Indonesia dengan rumusan masalah Bagaimana 
Eksistensi Pemaafan Yang Ada Dalam Masyarakat Adat Di Indonesia? 
Bagaimana Konsep Terbaik Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam 
Sistem Peradilan Pidana Yang Berkarakteristik Di Indonesia? 
Dilihat dari rumusan masalah penelitian tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa konsep pemaafan telah lama dilakukan dan 
tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Konsep ini muncul dalam 
berbagai bentuk pelaksanaan di dalam masyarakat Indonesia, dimana 
dapat disimpulkan bahwa konsep pemaafan yang ada dalam 
masyarakat adat tidak serta merta dapat menghapus pidana, tetap ada 
sanksi yang diberikan namun sanksi tersebut tidak hanya untuk 
kepentingan korban dan pelaku namun juga untuk mengembalikan 
keseimbangan yang telah rusak akibat adanya tindakan pidana. 
Memasukkan konsepsi Islam dan juga Peradilan adat dalam 
perumusan yang jelas mengenai tindak pidana apa saja yang bisa 
diberikan pemaafan oleh hakim, sehingga kepastian hukumnya 
terjamin misalnya pembunuhan yang diselesaikan melalui mekanisme 
Mewari di Lampung yang telah ditetapkan dalam hukum adat.   Selain 
itu judicial pardon juga harus ditempatkan pada ide keseimbangan, 
dimana harus ada keseimbangan antara kepentingan umum atau 
masyarakat dan kepentingan individu, antara perlindungan atau 





3.  Mufatikhatul Farikhah, 2018, Jurnal Hukum Ke-48 Nomor 3, 
mengenai Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum 
Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan 
Sistem Hukum Barat) dengan rumusan masalahBagaimana Sistem 
Hukum Yang Mendasari Konsep Judicial Pardon Di Beberapa 
Negara? Bagaimana Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem 
Hukum Di Indonesia? 
Dilihat dari rumusan masalah penelitian tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwasistem hukum yang dipakai di tiga negara yang 
dijadikan bahan analisis bersumber pada satu sistem yakni Eropa 
Kontinental namun dalam perkembangannya juga dipengaruhi oleh 
sistem hukum yang lain, baik itu sistem hukum yang dibawa oleh 
bangsa Moor yakni sistem hukum Islam, sistem hukum yang dibawa 
bangsa Germanik yakni sistem hukum adat bangsa germanik,  serta 
sistem hukum Yunani Kuno yang sekarang diadopsi oleh sistem 
Hukum Anglo Saxon. Hal ini tentu saja berpengaruh pada produk 
perundang-undangan yang dibuat dalam hal ini adalah yang 
berhubungan dengan hukum pidana serta berpengaruh pada proses 
pelaksanaan dan penegakan hukumnya. 
Memasukkan konsepsi Islam dan juga Peradilan adat dalam 
perumusannya, dimana harus ada perumusan yang jelas mengenai 
tindak pidana apa saja yang bisa diberikan pemaafan oleh hakim, 





dalam RKUHAP menjadi salah satu jenis putusan yang dapat 
diberikan oleh hakim atas pemaafan hakim yakni putusan salah tanda 
pidana (a guilty verdict without punishment). 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library research) 
yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya dapat 
diperoleh melalui penelusuran dokumen14. Penelitian ini termasuk 
penelitian kepustakaan karena data yang digunakan lebih banyak 
menggunakan data sekunder berupa dokumen perundang-undang. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatanhukum normatif (normative law research). Pendekatan hukum 
normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis atau 
hukum positif.Penelitian hukum jenis ini sering disebut penelitian hukum 
doktrinal atau dogmatika hukum. Penelitian hukum normatif mencakup:  
a. penelitian terapan teori, filosofi, sejarah, dan asas-asas hukum; 
b. penelitian terhadap sistematika dan materi hukum; 
c. penelitian terhadap singkronisasi hukum; dan  
d. penelitian terhadap perbandingan hukum. 
                                               
14 Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Buku Panduan Penulisan 





Jadipendekatan hukum normatif yang dimaksudkan di 
dalampenelitian ini, bahwadalammenganilispermasalahan yang 
telahdirumuskandilakukandenganbahan-bahanhukum sekunder 
maupundengan data sekunder yang 
diperolehdariperpustakaanyaitutentang regulasi asas pemaafan hakim 
(judicial pardon) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.  
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder.Data sekunder yaitu data yang di dapat dari sumber kedua, yaitu 
data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan sumber data 
primer, antara lain berwujud buku-buku, jurnal dan majalah, maupun 
catatan pribadi, disertasi atau tesis, dan dokumen resmi.15 
Data sekunder dibagi menjadi 2 bahan hukum, yaitu: 
- Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum 
yang mempunyai kekuatan mengikat, misalnya peraturan 
perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan undang-
undang diantaranya : 
o Undang-Undang Desar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 
                                               
15 Lexy j. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 





o Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang HukumAcaraPidana; 
o Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman. 
- Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berisi penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari hasil-hasil 
penelitian sebelumnya, berupa : 
a) Jurnal-jurnal nasional dan internasional terkaitasas 
pemaafan hakim (judicial pardon); 
b) Jurnal-jurnal terkait penelitian hukum tentang judicial 
pardon, hakim memberikan putusaan pemaafan terhadap 
terdakwa;  
c) Peraturan Kekuasaan Kehakiman. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan masalah yang perlu 
diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah untuk memperoleh data yang 
lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode 
pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
a. Studi Pustaka/ Dokumen 
Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang 
tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. 





dokumen resmi, dapat juga laporan, catatan kasus dalam pekerjaan 
sosial, dan dokumen lainnya16. 
 
b. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 
yangmengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) 
yang memberikan jawaban atas pertanyaan17. 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif. Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses 
penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika 
hubungan antara fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Dan 
menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara 
berfikir formal dan argumentatif18. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian yang berjudul “Regulasi Asas Pemaafan Hakim (Judicial 
Pardon) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, akan dibuat 
sistematika yang terdiri dari empat bab yang masing-masing terdiri dari sub-
sub bab dengan susunan sebagai berikut : 
                                               
16Suteki dan Galang Taufan,  Metodologi Penelitian Hukum, Depok: Raja Grafindo 
Persada, 2018, hlm. 217. 
17 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2000, hlm. 135. 





Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual, yang berisikan landasan teori yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan 
memperhatikan variable penelitian yang termuat dalam judul. 
Bab III   Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis 
membahas Regulasi Azaz Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) 
Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Sehingga hasil 
akhirnya diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 
penelitian selanjutnya. 
Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran, dimana akan ditarik suatu 
kesimpulan dari suatu penelitian yang akan dilakukan dengan 
berlandaskan kepada data dan analisis data yang telah diperoleh 
dengan penelitian, dan juga saran yang berhubungan dengan 








A. Pengertian Asas Legalitas 
Menurut kamus umum bahasa Indonesia, Asas mempunya  mempunyai 
beberapa arti, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan 
berpikir atau ada yang berpendapat juga sebagai alas atau landasan. Jika kata 
itu dihubunkan maka yang dimaksud dengan Asas adalah kebenaran yang 
dipergunakan sebagai tumpuan berpikir atau alasan berpendapat, terutama 
dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. 
Kegunaan asas adalah sebagai landasan dasar tentang apa-apa yang 
menjadi aturan.Maksudnya bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang 
disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengartiannya asal dalam hal ini 
tidak tergantung dengan asasnya.Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah 
pondasi dari segala aturan hukum. 
Asas Legalitas ini bermula dari Eropa Barat, pada abad XVIII dimana 
pada waktu itu para ahli hukum berjuang melawan rezim monarki 
absolute.Pada rezim ini hukum pidana dijalankan secara sewenang-wenang, 
perbuatan pidana ditentukan oleh raja sebagai simbol kekuasaan.Hak-hak 
warga negara tidak dihormati, hak asasi ditekan dan belum tentu seseorang 
dapat menuntut lewat peradilan bebas.Hal ini dikarenakan hukum pidana yang 
dipakai pada waktu itu adalah hukum Romawi yang menganut sistem 






Sistem ini dalam menentukan suatu tindak pidana tidak didasarkan pada 
suatu peraturan perundang-undangan, melaikan berdasar pada kehendak dan 
kepentingan raja sebagai penguasa yang tidak terbatas19. 
Dari situlah timbul pemikiran tentang harus ditentukannya peraturan 
terlebih dahulu tentang perbuatan yang dilarang, dimaksudkan agar penduduk 
mengetahuin perbuatan yang dibolehkan dan yang dilarang.Asas Legalitas ini 
pertama kali ditemukan dalam bukunya Montesquieu yang berjudul “L’esprit 
des Lois” 1748 dan buku tulisan Rousseau yang berjudul “Dus Contract 
Social”20. 
Montesquieu merupakan salah seorang ahli hukum yang memperjuangkan 
Asas Legalitas ini, dengan teori “Trias Politica” nya.Teori ini mengajarkan 
adanya pemisahan yang jelas pada masing-masing kekuasaan, yakni : 
1. Kekuasaan Legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang yang 
dipegang oleh perlemen; 
2. Kekuasaan Eksekutif dipegang oleh pemerintah; 
3. Kekuasaan Yudikatif yang dipegang badan kehakiman. 
Dengan system sparation of power tersebut Montesquieu berpendapat 
bahwa diluar undang-undang tidak ada hukum.Undang-undang dibuat oleh 
Parlemen, dilaksanakan oleh Raja dan Hakim yang bertugas mengadili perkara-
perkara yang timbul sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap aturan 
undang-undang.Dipisahkannya masing-masing kekuasaan tersebut 
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dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan Raja yang absolut. Kekuasaan yang 
berada pada satu tangan akan menimbulkan kesewenang-wenangan penguasa.  
Jadi Parlemen yang bertugas sebagai pembuat suatu peraturan ini yang 
menentukan perbuatan apa yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan 
bagaimana cara menjatuhkan pidana. Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan 
pidana haruslah dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-
undangan. 
Jean Jaques Rousseau mempunyai pendapat yang sama dengan 
Montequieu, dia mengemukakan pendapatnya mengenai Contrac Social atau 
perjanjian masyarakat, bahwa Negara terbentuk karena adanya perjanjian 
masyarakat, di dalam Negara modern rakyatlah yang memegang kekuasaan. 
Maksudnya adalah hukum dibuat oleh masyarakat dalam bentuk undang-
undang, Pemerintah sebagai badan eksekutif pelaksana undang-undang dan 
Hakim sebagai badan yudikatif.Kedua badan tersebut tidak dibolehkan 
membentuk undang-undang, Hakim hanya boleh menggunakan hukum dan 
tidak boleh membuat hukum. 
Asas Legalitas ini dipakai dalam bentuk undang-undang pada saat 
pecahnya revolusi Perancis yang dinyatakan dalam Pasal 8 “Declaration des 
droits de L’homme et du citoyen” 1789, yang berbunyi: Tidak ada sesuatu 
yang boleh di pidana selain karena suatu yang ditetapkan dalam undang-
undang dan diundangkan secara sah21. 
                                               





Perjuangan Montesquieu ini kemudian dilanjutkan oleh Anselm Von 
Feuerbah yang mengemukakan dalam bahasa Latin dalam bukunya yang 
berjudul “Lebrbuch des Peinlichen Recht” tahun 1801, yaitu “Nullum delictum 
nulla poena sine praevia lege”, yang artinya: Tidak ada tindakan pidana dan 
tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan hukum terlebih dahulu yang 
menentukan22. 
Kemudian dibawah pemerintahan Napoleon 1801, Asas tersebut 
dimasukan dalam Code Penal Perancis tepatnya terdapat dalam Pasal 
4.Belanda sebagai Negara jajahan Perancis diberlakukan pula asas tersebut 
dalam Wetboek van Strafrecht Nederland tahun 1881 yang terletak dalam Pasal 
1.Demikian halnya Hindia Belanda (Indonesia) sebagai Negara jajahan 
Belanda menggunakan pula Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie 
tahun 1918. Setelah Indonesia merdeka masih menggunakan WvS tersebut 
meski telah mengalami beberapa perubahan tepatnya terdapat pada Pasal 1 ayat 
(1) KUHP.  
Asas Legalitas ini mengandung tiga unsur yang bersifat hakiki, yaitu: 
1. Hukum pidana yang berlaku harus berbentuk tertulis; 
2. Perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut; dan 
3. Tidak diperbolehkan menggunakan analogi. 
Untuk menjamin kepastian hukum maka peraturan perundang-undangan 
yang berlaku harus berbentuk tertulis.Hukum yang berlaku hanyalah undang-
undang, diluar undang-undang tertulis bukan merupakan suatu hukum.Dengan 
                                               





bentuknya yang terlulis ini memudahkan Hakim dalam memeriksa dan 
memutus suatu perkara. Karena Hakim hanya menerima perkara yang sudah 
jelas hukumnya, tidak repot-repot mencari hukum apa yang akan diberlakukan 
karena sudah tersedia. 
Asas Legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat 
fundanmental.Asas Legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk 
menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap 
tindak pidana yang terjadi. Apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan 
dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan 
yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang 
terjadi23. 
Asas Legalitas teermasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang 
penyanggah hukum pidana. Asas ini tersirat didalam Pasal 1 KUHP yang 
dirumuskan demekian24: 
a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan 
pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan 
dilakukan. 
b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-
undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.  
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Dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ketentuan pidana dalam 
perundang-undangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang 
melakukan sesuatu tindak pidana di indonesia”25. 
Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, secara tegas 
ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan 
perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan, yaitu :  
a. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana 
sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana. 
b. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan 
dilakukan. 
Sekarang denagan munculnya rancangan Undang-Undang Hukum Pidana 
di Indonesia maka terdapat sedikit perubahan yang terjadi dalam Asas 
Legalitas yang ada dalam KUHP saat ini, berikut bunyi pasalnya : 
Pasal 1 
a. Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali 
perbuatan yang dilakukannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat 
perbuatan itu dilakukan. 




                                               






a. Ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum 
yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat patut di 
pidana walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
b. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana 
dimaksudkan pada pasal 2 ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai 
pancasila dan/ atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh 
masyarakat bangsa-bangsa.  
Pada dasarnya Asas Legalitas lazim disebut juga dengan Terminologi, 
menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan Terminologi 
sebagai :Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada 
ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih 
dahulu26. 
Menurut Moeljatno menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat di 
pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang 
telah ada, sebelum perbuatan dilakukan27: 
a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau 
hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-
undang. 
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 
analogi (kias). 
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c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.  
Pengertian yang pertama, bahwa harus ada aturan undang-undang jadi 
aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, dengan jelas tampak dalam Pasal 1 
KUHP, dimana dalam teks Belanda disebutkan: wettelijke strafbepaling yaitu 
aturan pidana dalam perundangan. Akan tetapi dengan adanya ketentuan ini 
konsekuensinya adalah bahwa perbuatan-perbuatan pidana menurut hukum 
adat lalu tidak dapat dipidana, sebab disitu tidak ditentukan dengan aturan 
tertulis28. 
Bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana tidak boleh 
digunakan analogi (kias) pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan 
negara-negara. Di Indonesia dan juga Negara Belanda pada umumnya masih 
diakui prinsip ini, meskipun masih ada beberapa sarjana yang belum dapat 
menyetujuinya misalnya Taverne, Pompe, dan Jonkers.Jadi seseorang dapat 
dipidana kalau suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh suatu undang-
undang atau menurut pikiran dasar (Grundgedanken) suatu undang-undang 
pidana dan menurut perasaan sehat dari rakyat patut dipidana. 
Bentuk analogi yang dilarang dikutip dari pendapat Vos, yang mengatakan 
bahwa penerapan analogi tidak di izinkan setidak-tidaknya dalam hal yang 
dengan analogi diciptakan delik-delik baru dan bertentangan dengan Pasal 1 
ayat (1) KUHP. Dengan penerapan undang-undang secara analogi diartikan 
penerapan ketentuan dalam hal pembuat undang-undang belum memikirkan 
atau tidak dapat memikirkan tetapi alasan penerapan ketentuan pidana 
                                               





samadengan kejadian yang diatur dengan ketentuan itu. Dapat dikatakan bahwa 
perbedaan antara penerapan analogi dan interprestasi ekstensif merupakan dua 
jalur tetapi satu hasil29. 
Beberapa Aspek Asas Legalitas : 
a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana undang-
undang. 
b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan Analogi. 
c. Tidak boleh ada delik yang berlaku tidak jelas. 
d. Ketentuan pidana tidak berlaku surut. 
e. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang. 
 
B. Sistem Pemidanaan di Indonesia 
Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian 
dalam hai ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa30: 
“Pidana itu adalah hukuman.Pidana itu sendiri merupakan sebuah 
alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.Masalah tindak pidana 
merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa 
dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat.Dimana ada masyarakat, maka di 
situ ada tindak pidana.” 
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Tindak pidana selalu berkaitan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat 
itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk 
memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin 
musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya saja. 
Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak 
pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya 
dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak 
semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga 
cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang 
lain.  
Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang 
dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada 
ketertiban sosial.Sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan 
pemahaman terhadap alat itu sendiri.Pemahaman pidana sebagai alat 
merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah 
dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak. 
Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan 
individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati.Oleh karena itu 
pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga 
keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai 
kesejahteraan bersama. 
Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arif: Bahwa tujuan 





tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan 
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.Oleh karena itu untuk menjawab dan 
mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori 
tentang pemidanaan yang ada31. 
Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum 
terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau 
penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu32: 
a. Absolute atau vergeldings theorieen (vergelden/imbalan) 
Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada 
kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar 
hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (velgelding) 
terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena 
kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban; 
b. Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan) 
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan 
adalah bukan velgelding, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi 
aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan 
pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada 
pemidanaan (nut van de straf); 
c. Verenengings theorieen (teori gabungan) 
Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat 
memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan 
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pemidanaan.Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan 
adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau 
siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar 
pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum. 
Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan).Teori ini 
mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri 
untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap 
sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena 
kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi korban. Ada banyak fisuf 
dab ahli hukum pidana yang menganut teori ini diantaranya ialah Immanuel 
Kant, Hegel, Herbart, Stahl. Dari banyak pendapat ahli tersebut salah satunya 
yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila 
dikorelasikan dengan teori absolute.Jadi dalam teori ini pidana dapat 
disimpilkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh Negara yang 
bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat 
menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Teori absolute, dalam 
penjatuhan  pidana memiliki dua sudut yaitu : 
1. Dijatuhkan pada pelaku tindak pidana (sudut subjektif dari 
pembalasan); 
2. Dijatuhkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di 
kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). 
Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan). Dalam teori ini 





pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi teori ini menyandarkan 
hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari 
manfaat daripada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi 
yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman 
sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini berprinsip 
guna penyelenggaraan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu 
prevensi kejahatan.Andi Hamzah menegaskan, bahwa33: 
“Teori ini dibebankan menjadi prevensi umum dan prevensi 
khusus.Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak 
melakukan tindak pidana.Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan 
ditunjukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi 
perbuatan yang dilakukannya.” 
Maka untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka 
pidana memiliki tiga macam sifat yaitu pertama, Bersifat menakut-nakuti; 
kedua, Bersifat memperbaiki; dan ketiga, Bersifat membinasakan. 
Teori Gabungan atau Verenengings Theorieen. Menurut ajaran teori ini 
dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu 
pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai 
dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum. Satochid Kartanegara 
menyatakan34: 
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“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat 
memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan.Menurut 
ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu 
sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya 
pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.” 
Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolute dan teori 
relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum 
masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. 
Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori 
tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga 
bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori 
gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori 
gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan 
tertib masyarakat. 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 
dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 
konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pembuat pidana, korban juga orang 
lain dalam masyarakat karena itu teori ini juga disebut dengan teori 
konsekuensionalisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat 
tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 
melakukan kejahatan serupa. 
Pernyataan ini memberikan pendangan bahwa hakim dalam memutus 





pidana yang dijatuhkan pada pelaku, hal ini juga memungkinkan judicial 
pardon itu berperan apabila terdapat suatu kasus yang dipandang oleh hakim 
bahwa kasus tersebut jika dijatuhi sanksi pemidanaan pada pelaku itu tidak 
mencapai rasa kemanfaatan atas penjatuhan sanksi pidana. Karena pemidanaan 
itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya pembalasan dendam, 
melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus 
sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.  
 
C. Kekuasaan Kehakiman 
Berbicara tentang aparat penegak hukum maka yang paling dominan 
didalam melaksanakan  penegakan hukum adalah seorang hakim. Dalam 
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 
dijelaskan bahwa Hakimlah yang patut melakukan atau memberikan suatu 
putusan pada setiap perkara. Didasarkan pada kemampuan intelektualnya, 
moral dan integritas Hakim, terdapat nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam 
Pasal 1 ayat 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa35: 
“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh 
Undang-Undang untuk mengadili”. 
Kedudukan seorang Hakim haruslah dijamin dengan undang-undang untuk 
mencerminkan ciri dari Negara hukum adalah dengan terdapatnya suatu 
kemerdekaan Hakim yeng bebas, tidak memihak dan tidak juga dipengaruhi 
oleh adanya kekuasaan legislatif dan eksekutif pada dirinya.Kebebasan tersebut 
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bukan berati bahwa Hakim dapat memberikan suatu putusan yang sewenang-
wenangnya terhadap suatu perkara yang ditanganinya.Akan tetapi seorang 
Hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang dapat membatasinya. 
Fungsi kekuasaan kehakiman dapat dilihat atau tertuang dalam Pasal 1 
Undang-undang Kehakiman, yang berbunyi36: 
“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum 
Republik Indonesia”. 
Masalah kebebasan yang dipunyai Hakim perlu dihubungkan dengan 
maslah bagimana Hakim dapat menemukan hukumnya yang berdasar pada 
keyakinannya, dalam menyelesaikan suatu perkara kebebasan yang dimiliki 
seorang tidak berarti ia menciptakan hukum. Akan tetapi ia menemukan hukum 
dengan meliahat pada yurisprudensi dan atau pendapat seorang Hakim terkenal 
yang bisa kita sebut doktrin. 
Menurut Muchsin yang menyatakan bahwa untuk mendalami kebebasan 
Hakim, perlu pula dijelaskan mengenai posisi Hakim yang seharusnya tidak 
memihak (impartial judge), artinya istilah tidak memihak ini tidak bisa 
diartikan secara harfiah, sebab Hakim saat memutuskan suatu perkara haruslah 
memihak kepada yang benar37. 
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Selain hal tersebut, seoarang Hakim saat mengadili juga harus menggali 
nilai-nilai hukum atau norma hukum yang ada didalam masyarakat. Pernyataan 
itu tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut :“hakim dan hakim 
konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Bentuk dari pernyataan ini, 
bahwa seorang hakim dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya 
maka hakim akan melihat unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Dalam kasus yang hukumnya atau undang-undangnya sudah jelas, 
maka tinggal menetapkan saja hukumnya. 
2. Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka Hakim 
akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara atau 
metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum. 
3. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang atau hukum tertulis 
yang mengaturnya, maka Hakim harus menemukan hukumnya dengan 
menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat. 
Pada akhirnya Hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-
mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-
bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya. 
Roeslan Saleh berpendapat bahwa : Tentu saja menggali dan menemukan 
nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan Pancasila, dan 





nasional. Maka seharusnya ia hanya menerapkan isi dari undang-undang 
tersebut, tanpa harus menggali nilai-nilai atau norma dalam masyarakat. Sebab 
undang-undang dibuat oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dimana DPR ini 
ketika membuat undnag-undang harus sesuai dengan suara rakyat. Oleh sebab 
itu jelas bahwa undang-undang adalah memuat nilai-nilai atau norma 
kemasyarakatan, namun apabila hukum atau undang-undang tersebut buatan 
Kolonial atau produk zaman orde lama, maka seorang Hakim dapat 
menafsirkan hukum sehingga terwujudnya nilai-nilai hukum yang hidup di 
dalam masyarakat. Demikian apabila dalam hal hukum atau undang-undangnya 
kurang jelas atau belum mengaturnya dan khusus dalam hal berlakunya suatu 
hukum adat atau yang biasa disebut hukum yang tidak tertulis maka Hakim 
wajib menggali nilai-nilai tersebut, dan Hakim harus menemukan hukum yang 
sesuai dengan kebutuhan zaman. 
Dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang baik dalam 
masyarakat untuk kemudian disaringnya menurut rasa keadilan dan kesadaran 
hukumnya sendiri.Maka Hakim berarti telah memutus perkara berdasarkan 
hukum dan rasa keadilan dalam kasus yang dihadapinya. 
 
D. Konsep Pembaharuan Hukum Pidana 
Menurut Prof. Nico Keizer, banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah 
memenuhi pembuktian akan tetapi jika dijatuhkan suatu pemidanaan akan 
bertentangan dengan rasa keadilan. Atau dapat dikatakan jika dijatuhkan 





keadilan hukum. Sebelum tahun 1983 apabila terjadi permasalahan di atas, 
Majelis Hakim akan secara “terpaksa” harus menjatuhkan pidana sekalipun 
sangat ringan38. 
Sebenarnya bagi beberapa negara, konsep lembaga pemaafan hakim 
terdengar asing.Hal ini dikarenakan konsepsi pardon/clemency pada 
umumnya terletak pada kekuasaan eksekutif, bukan pada 
yudicial.Penempatan pardon/clemency pada kekuasaan eksekutif juga dianut 
oleh negara Indonesia dengan bentuk amnesti, tetapi peletakannya pada 
lembaga yudisial merupakan hal yang baru dan sedikit janggal39. Maka dalam 
menunjang dapat diterapkannya konsep Judicial Pardon dalam Rancangan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapat di lihat beberapa pasal 
penunjang yang ada didalam Peraturan Perundang-undangan Negara 
Indonesia, diantaranya : 
a. Alasan Pembenar Dalam KUHP 
Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya 
perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik 
dalam undang-undang.Kalau perbuatannya tidak melawan hukum 
maka tidak mungkin ada pemidanaan.Alasan pembenar yang terdapat 
dalam KUHP ialah Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) 
(pembelaan terpaksa), Pasal 50 (menjalankan aturan perundang-
                                               
38Nico Keizer dan D. Schaffmeister, “Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 
1998 Buku I KUHP Baru Indonesia”, Driebergen/Valkenburg, Belanda, 1990, hlm. 55. 
39Aderey Adhan Saputro, “Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam 





undangan) dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan). Berikut 
merupakan penjelasan dari masing-masing pasal : 
a) Pasal 48 (Keadaan Darurat) 
Pasal 48 KUHP mengatakan :“Barang siapa melakukan 
perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak 
dapat dihindarkan tidak boleh dipidana”. Yang dimaksud 
dengan daya paksa dalam Pasal 48 ialah daya paksa relative (vis 
complusiva). Istilah “gedrongen” (didorong) menunjukan 
bahwa paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat 
mengadakan perlawanan. 
b) Pasal 49 ayat (1) (Pembelaan Terpaksa) 
Pasal 49 ayat (1) mengatakan :“Barang siapa melakukan 
perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk 
mempertahankan dirinya atau diri orang lain, 
mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri 
atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang 
melawan hak dan mengancam dengan segera dan pada saat 
itu juga, tidak boleh dihukum”.  Orang yang melakukan 
perbuatan tersebut seolah-olah membela hak atas dirinya sendiri 
atau milik orang lain. Padahal Negara dengan alat-alat 
perlengkapannya tidak dapat tepat pada waktunya melindungi 
kepentingan hukum dari orang yang diserang itu, maka 





hukum.Istilah noodmeer atau pembelaan darurat tidak ada dalam 
KUHP sehingga untuk memahaminya memerlukan ajaran dari 
para ahli hukum pidana. 
c) Pasal 50 (Menjalankan Aturan Perundang-Undangan) 
Pasal 50 mengatakan :“Barang siapa melakukan perbuatan 
untuk menjalankan peraturan perundang-undanagan, tidak 
boleh dihukum”. Dengan perkataan lain kewajiban atau tugas 
itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum 
acara pidana dan hukum acara perdata dapat dijumpai adanya 
kewajiban dan tugas-tugas/wewenang yang diberikan pada 
pejabat/orang untuk bertindak, untuk dapat membebaskan diri 
dari tuntutan hukum.Jadi untuk dapat menggunakan Pasal 50 ini 
maka tindakan harus dilakukan secara patut, wajar dan masuk 
akal. Jadi dalam tindakan ini seperti dalam daya memaksa dan 
dalam pembelaan darurat harus ada keseimbangan antara tujuan 
yang hendak dicapai dengan cara pelaksanaannya.  
d) Pasal 51 ayat (1) (Menjalankan Perintah Jabatan) 
Pasal 51 ayat (1) mengatakan :“Barang siapa melakukan 
perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang 
diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh 
dihukum”. Jika seseorang melakukan perintah yang sah atas 
suatu peraturan, maka ia tidak dapat dikatakan melakukan 





pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini dapat dicela tidak 
(menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau 
tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya 
bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang 
menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin 
pemidanaan. 
Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 ayat (2) 
(noodweer exces), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan 
perintah jabatan yang tidak sah). Berikut merupakan penjelasan dari 
masing-masing pasal : 
a) Pasal 49 ayat (2) (Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas) 
Pasal 49 ayat (2) mengatakan “Melampaui batas pertahanan 
yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-
konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan 
segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”. Pembelaan 
yang dilakukan merupakan suatu pembelaan yang tidak ada 
jalan lain untuk bertindak. Cara dan alat tersebut harus 
dibenarkan pula oleh keadaan.Pembelaan dilakukan sebagai 
akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu 
perasaan hati yang sangat panas).Termasuk disini adalah rasa 







b) Pasal 51 ayat (2)   
Pasal 51 ayat (2) mengatakan “Perintah jabatan yang 
diberikan oleh kuasa yang tidak berhak membebaskan dari 
hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas 
kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan 
diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan 
perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawahi 
perintah tadi”.Dikatakan melakukan perintah jabatan yang 
tidak sah menghapuskan dapat dipidananya seseorang. Dalam 
keadaan ini perbuatan orang ini tetap bersifat melawan hukum, 
akan tetapi pembuatnya tidak dipidana, apabila memenuhi 
syarat: 
1. Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah. 
2. Perintah itu berbeda dalam lingkungan wewenang dari 
orang yang diperintah. Adapun mengenai Pasal 48 (daya 
paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan 
pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf. Tidak 
adanya kemampuan bertanggung jawab karena kesehatan 
akalnya terganggu dapat menghapuskan kesalahan 
meskipun perbuatnnya tetap melawan hukum, sehingga 
dalam hal ini dapat dikatakan suatu alasan penghapus 
kesalahan. Untuk membuktikan apakah seseorang yang 





dengan alasan Pasal 44 KUHP, maka kita memerlukan ilmu 
pengetahuan lain yang dapat membantu yaitu Psikiatri 
Forensik. 
b. Dalam KUHAP 
Umumnya hakim dalam memutus suatu perkara adalah dengan 
menggunakan putusan pemidanaan.Putusan ini di gunakan apabila 
terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan 
sesuai Pasal 183 KUHAP40.Atau dengan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa benar bersalah melakukan 
perbuatan tersebut. 
Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga 
mengatur tentang putusan bebas dan putusan lepas yang diatur dalam 
Pasal 191 KUHAP41 : 
(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di 
sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 
terdakwa di putus bebas. 
(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 
suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 
hukum.  
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Putusan bebas (vrij spraak) atau putusan jenis ini berati 
terdakwa dijatuhkan putusan bebas dari tuntutan hukum atau 
acquittal.Putusan bebas dapat di jatuhkan apabila terdakwa tidak 
memenuhi asas batas minimum pembuktian42.Atas perubahan 
melawan hukum yang di tuduhkan kepada terdakwa, tidak 
memenuhi unsur pembuktian, maka terdakwa tidak dikenakan 
putusan melawan hukum melainkan diberikannya putusan bebas 
oleh hakim. 
Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag 
van recht vervolging).Putuan ini dijatuhkan apabila Pengadilan 
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 
terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak 
pidana. Oleh karena itu, apa yang didakwakan kepada terdakwa 
pada putusan lepas cukup terbukti secara sah dan meyakinkan, 
namun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak 
bersalah (sengaja/alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan 
pemaaf (feit d’excuse)43. 
c. Dalam RUU – KUHP 
Pada prinsipnya seseorang sudah dapat dijatuhi suatu putusan 
pemidanaan apabila telah dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah 
dan meyakinkan sesuai dalam ketentuan Pasal 183 KUHP.Namun 
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dengan pertimbangna-pertimbangan tertentu, konsep memberkan 
kewenangan kepada hakim untuk memberikan pemaafan kepada 
terdakwa atau pengampunan kepada si pembuat tanpa menjatuhkan 
pidana atau tindakan apapun. Pedoman ini mengenai “Rechterlijk 
Pardon”44 ini dituangkan dalam berbagai Pasal dalam Rancangan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-HP) edisi bulan 09 Juli 
tahun 2018 antara lain : 
1. Tertuang dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) RUU-HP 2018 
menyatakan pemidanaan bertujuan untuk45 : 
1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norma hukum pengayoman masyarakat; 
2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; 
3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai 
dalam masyarakat; 
4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
Dalamketentuan tujuan pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 
58 ayat (1) RUU-HP di atas menjelaskan bahwa pemidanaan 
memiliki tujuan yang mulia dengan mencegah pidana demi 
pengayoman masyarakat.Pemidanaan juga bertujuan untuk 
                                               
44Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep 
KUHP Baru), Semarang Kencana, 2010, hlm. 58-59. 
45Indonesia, Rancangan Undang-undang Tentang  Undang-Undang Hukum Pidana, per 





membina para terpidana agar menjadi orang yang lebih baik 
dan berguna dari yang sebelumnya.Yang dimana serangkaian 
dari pembinaan tersebut dilakukan di Lapas, serta pemidanaan 
juga dapat menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan 
antara pelaku dan korban, sehingga dapat mendatangkan rasa 
damai dalam masyarakat dan berharap dengan pemidanaan 
dapat membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Tujuan dari 
pemidanaan di atas mengandung nilai kemasyarakatan yang 
sesuai dengan karakter bangsa Indonesia (Pancasila), selain itu 
tujuan dari pemidanaan di atas lebih berorientasi pada pelaku 
tindak pidana dibandingkan denagan perbuatan pidana, yang 
secara garis besar menunjukan Hakim untuk menggunakan 
ketentuan pemaaf46. 
2. Tertuang dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) Rancangan Undang-
Undang Hukum Pidana per 09 Juli 2018. 
“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 
merendahkan martabat manusia”47 
Pasal ini merupakan sebuah rekontruksi tujuan pemidanaa 
yang terdapat pada ayat (1), yang dimana menunjukan bahwa 
tujuan pemidanaan dalam KUHP yang akan datang akan sangat 
berkemanusiaan dan memungkinkan adanya pemaafan yang akan 
                                               
46Ena Feriana, “Formulasi ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan 
Sistem Pemidanaan di Indonesia”, Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 1, 2017, hlm. 5.  
47Indonesia, Rancangan Undang-undang Tentang  Undang-Undang Hukum Pidana, per 





di berikan oleh Hakim ketika memutus dengan lebih berorientasi 
pada pelaku tindak pidana48. 
3. Tertuang dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) Rancangan Undang-
Undang Hukum Pidana per 09 Juli 2018. 
Dalam pedoman pemidanaan wajib mempertimbangkan49: 
1) Kesalahan pembuat tindak pidana; 
2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
3) Sikap batin pembuat tindak pidana; 
4) Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau 
tidak direncanakan; 
5) Cara melakukan tindak pidana; 
6) Riwayat hidup, keadaan soal dan keadaan ekonomi pembuat 
tindak pidana; 
7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pidana; 
8) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga 
korban; 
9) Pemaaf dari korban dan/ atau keluarganya, dan/ atau 
10) Pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 
dilakukan. 
Dengan adanya pedoman pemidanaan pada ayat 1 Pasal 
60 Rancangan Undang-undang Hukum Pidana di atas, dapat 
memungkinkan Hakim dalam sistem pemidanaan yang akan 
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datang untuk dapat lebih melihat orientasi kasus pidana pada 
pelaku  tindak pidana. Tidak hanya perbuatan saja yang 
melawan undang-undang dan dapat memberi kebebasan pada 
Hakim untuk menilai pelaku bahkan dapat memberikan 
pemaaf bangi pelaku tindak pidana50. 
4. Tertuang dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) Rancangan Undang-
Undang Hukum Pidana per 09 Juli 2018.  
“Ringannya Perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan 
pada waktu dilakukan perbuatan atau yang kemudian, dapat 
dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana 
atau mengenakan tindakan dengan pertimbangan segi keadilan 
dan kemanusiaan”51 
Dengan munculnya pasal ini, memungkinkan bahwa Hakim dapat 
menggunakan putusan pemaaf pada seorang terdakwa yang telah 
terbukti melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan 
beberapa pertimbangan diantaranya adalah ringannya perbuatan, 
dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
benar-benar tidak menimbulkan banyak kerugian korban, atau 
mungkin dengan ringannya keadaan pribadi pembuat dan/ atau 
ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan yang terjadi 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Regulasi Asas Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) Dalam Perspektif 
Hukum Pidana 
Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu 
upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang 
melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan 
hukum di Indonesia53.Pembaharuan hukum pidana harus disertai pula dengan 
pembaharuan ilmu pengetahuan tentang hukum pidananya.Hal tersebut berarti, 
pembaharuan hukum pidana tidak hanya mencakup substansi hukum (legal 
substance reform) harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum 
masyarakat (legal culture reform) dan pembaharuan struktur atau perangkat 
hukumnya (legal structure reform)54. Hal ini sejalan dengan teori sistem 
hukum (legal system) dari Lawrence M. Friedman, di mana ia mengatakan 
“The elements of a Legal System are Substance, Structure, Culture, and 
Impact”55. Pembaharuan hukum pidana tentunya juga mencakup pembaharuan 
sistem hukum pidana. Penelitian ini akan memfokuskan pada salah satu aspek 
dari sistem hukum yaitu, di mana perlunya pembaharuan 
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Penyusunan Konsep KUHP baru, Cetakan ke-7, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014, hlm. 
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54Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 
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55Lawrence M. Friedman, American Law, Cetakan ke-1, Canada: Stoddart, 1984, hlm. 7. 
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hukum pidana yang dilakukan dengan memunculkan Asas Pemaafan Hakim 
(Judicial Pardon).  
Hakim dalam menjustifikasi adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang 
di Indonesia saat ini, formulasinya hanya tindak pidana (syarat obyektif/ 
legalitas) dan kesalahan (syarat subyektif/ culpabilitas) tanpa disertakan dengan 
tujuan dan pedoman pemidanaan.Pemikiran seperti ini masih mengikuti konsep 
zaman kolonial dan sudah tidak lagi selaras dengan perkembangan masyarakat 
di Indonesia. Konsep Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) yang menjadi dasar 
Hakim untuk mempertimbangkan tujuan serta pedoman pemidanaan, 
disamping tindak pidana (syarat obyektif/ legalitas) dan kesalahan (syarat 
subyektif) dalam menjustifikasi pemidanaan terhadap seseorang, dirumuskan 
secara eksplisit di dalam Pasal 55 Ayat (1) RUU KUHP, yaitu : 
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat; 
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 
menjadi orang yang baik dan berguna; 
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat; dan 
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
Tujuan dari pidana diatas mengandung nilai kemasyarakatan yang sesuai 
dengan karakter bangsa Indonesia (Pancasila), selain itu tujuan diatas lebih 





tindak pidana56. Pasal 55 ayat (2) RUU KUHP juga tidak kalah penting dalam 
mengkonstruksi tujuan pemidanaan karena disebutkan bahwa “Pemidanaan 
tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat 
manusia”, hal ini menunjukan bahwa tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP 
sangat berkemanusiaan dan memungkinkan adanya pemaafan oleh hakim. Hal 
ini sejalan dengan Sila ke-2 Pancasila yang sangat menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan. 
Pedoman pemidanaan dirumuskan dalam Pasal 56 ayat (1) RUU KUHP, 
yaitu : 
1. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
3. Sikap batin pembuat tindak pidana; 
4. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak 
direncanakan; 
5. Cara melakukan tindak pidana; 
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 
7. Riwayat hidup, keadaan sosial, keadaan ekonomi pembuat tindak 
pidana; 
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 
10. Permaafan dari korban dan/ atau keluarganya; dan  
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.  
                                               





Dalam Pasal 56 ayat (2) RUU KUHP dikatakan bahwa ringannya 
perbuatan, keadaan pribadi, keadaan saat terjadi tindak pidana atau yang terjadi 
kemudian, dapat dijadikan pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan 
pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan 
dan kemanusiaan. Hal ini berkaitan erat dengan sistem pemidanaan, di mana 
dengan adanya Asas Pemaafan Hakim (Judicial Pardon), maka Hakim dalam 
menjustifikasi pemidanaan terhadap terhadap seseorang, Hakim harus 
mempertimbangkan tindak pidana, kesalahan serta tujuan dan pedoman 
pemidanaan. Apabila Hakim memandang bahwa orang tersebut tidak harus 
dijatuhkan pidana, maka Hakim dalam memberi maaf kepada pelaku tindak 
pidana. 
Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) pada hakikatnya dilatarbelakangi oleh 
ide fleksibelitas untuk menghindari kekakuan.Judicial Pardon dapat dipandang 
sebagai “penjaga gawang terakhir” atas suatu perkara yang mengganggu 
keadilan di masyarakat.Dapat pula dikatakan, bahwa adanya pedoman 
pemaafan Hakim itu berfungsi sebagai suatu “katup/ klep pengaman” 
(Veligheids-klep) atau “pintu darurat” (nooddeur)57.Munculnya tujuan dan 
pedoman pemidanaan sebagai syarat menjatuhkan pemidanaan, maka Hakim 
diberikan suatu ruang untuk melakukan pemaafan kepada pelaku tindak pidana 
yang apabila pemidanaan itu dijatuhkan, maka tidak sesuai dengan tujuan dari 
penjatuhan pidana itu sendiri.Pemaafan yang dimaksud merupakan suatu 
bentuk pengampunan/ pembebasan dari kesalahan yang dilakukan.Sebagai 
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bentuk pengampunan, maka dengan adanya pemaafan, seseorang yang bersalah 
tidak dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman58. 
Pada prinsipnya, KUHP tidak mengatur tentang pemaafan oleh Hakim.Hal 
ini tidak mengherankan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri 
merupakan sebuah sistem pemidanaan (substantif) yang kaku dan bertolak dari 
tiga masalah hukum pidana, yaitu tindak pidana, kesalahan dan pidana59.Maka 
tidak tergambar adanya variabel tujuan pemidanaan, karena tidak dirumuskan 
secara eksplisit dalam KUHP, sehingga terkesan tujuan berada diluar 
sistem.Dengan demikian seakan-akan dasar pembenaran adanya pidana hanya 
terletak pada tindak pidana dan kesalahan, oleh sebab itu pemidanaan dianggap 
sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat ini 
terbukti.Kerangka berpikir seperti ini memberikan suatu legitimasi bahwa 
KUHP saat ini bersifat kaku. 
Penegasan norma “tujuan Pemidanaan” akan merubah bentuk skema 
pemidanaan dengan ditambahnya tujuan pemidanaan selain dari tindak pidana 
dan kesalahan. Apabila ini diterapkan maka pelaku yang dimaafkan dan tidak 
dipidana akan mempunyai tempat dalam sistem peradilan pidana. Dengan 
demikian, Asas Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) akan dapat dilaksanakan 
oleh Hakim. Dimasukannya tujuan didalam syarat pemidanaan, maka menurut 
RUU KUHP Indonesia sebagai dasar pembenaran adanya pemidanaan, tidak 
hanya pada tindak pidana dan kesalahan, tetapi juga pada tujuan/ pedoman 
pemidanaan.Mengingat tujuan dan pedoman pemidanaan, maka dalam kondisi 
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tertentu Hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak 
menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, walaupun tindak pidana dan 
kesalahan telah terbukti.Dapat dikatakan bahwa secara konseptual telah ada 
pergeseran yang sebelumnya bersifat kaku/ absolut berubah menjadi model 
keseimbangan yang fleksibel60. 
Formulasi yang mengedepankan fleksiblilitas dalam penjatuhan pidana ini 
tidak ditemukan dalam KUHP Indonesia saat ini, karena KUHP Indonesia 
masih mempertahankan pola konvensional yaitu hanya mempertimbangkan 
tindak pidana dan kesalahan sehingga pemaafan oleh Hakim masih dianggap 
sesuatu yang janggal. Dengan adanya tujuan dalam pemidanaan jelas akan 
menciptakan karakter Hakim yang lebih menahan nafsu untuk memenjarakan 
dan akan lebih mewujudkan efektifitas pemidanaan dengan memperhatikan 
nilai-nilai integral, progresivitas dan individual pelaku sesuai dengan sistem 
hukum nasional yaitu Pancasila. 
Judicial Pardon ini awalnya muncul dalam KUHP Belanda, yaitu terdapat 
dalam Pasal 9 WvS Belanda, dikatakan bahwa Hakim diberi wewenang untuk 
tidak memidanakan suatu perbuatan. Dengan  kata lain, sekalipun pelaku telah 
memenuhi unsur kesalahan sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan 
tindak pidana, tapi Hakim dapat memberikan pemaafan pada pelaku. Dalam 
memberika pemaafan, Hakim mempertimbangkan hal-hal ringannya tindak 
pidana yang dilakukan, karakter pribadi si pembuat, dan keadaan-keadaan pada 
waktu atau setelah tindak pidana dilakukan. Ketentuan Pasal 9 WvS Belanda 
                                               





tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Pasal 56 ayat (2) RUU 
KUHP Indonesia, namun dalam RUU KUHP dimasukan juga nilai keadilan 
dan kemanusiaan dalam mempertimbangkan pemberian pemaafan kepada 
pelaku tindak pidana. Hal ini tentunya disesuaikan dengan nilai-nilai filosofis 
bangsa Indonesia, di mana Sila ke-2 Pancasila menyatakan bahwa 
“Kemanusiaan yang adil dan beradab”, ketentuan tersebut sangat 
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dimasukannya nilai kemanusiaan ke 
dalam syarat pemberian pemaafan ini tentunya sejalan dengan Sila ke-2 
Pancasila. 
Salah satu teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana adalah 
Restoractive Justice (Keadilan Restoratif), yang dipahami sebagai bentuk 
pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan 
pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang 
terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada 
pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan61. Rambu-
rambu dalam memberikan pemaafan oleh Hakim ini, salah satunya adalah 
mendapatkan pemaafan dari korban dan/ atau keluarga korban.Dapat dikatakan 
bahwa Judicial Pardon ini sejalan dengan salah satu teori tujuan pemidanaan 
dalam hukum pidana yaitu Restoractive Justice. 
Berdasarkan RUU KUHP Indonesia syarat dalam memberika pemaafan 
oleh Hakim kepada pelaku tindak pidana yaitu ringanya perbuatan, keadaan 
pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang 
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terjadi kemudian, serta segi kemanusiaan dan keadilan, tidak ada ketegasan 
norma mengenai apa yang dimaksudkan dengan syarat yang disebutkan di atas 
dalam RUU KUHP. Ketidak pastian ini merupakan bentuk kelemahan dari 
pengaturan akan Asas Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) dalam perspektif 
hukum pidana yang akan bertentangan dengan salah satu dari nilai dasar 
hukum yaitu kepastian hukum. 
Pada prinsipnya dalam KUHP Indonesia tidak mengatur tentang pemaafan 
oleh Hakim.Karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri 
merupakan sebuah sistem pemidanaan (substantif) yang kaku dan bertolak dari 
tiga masalah hukum pidana, yaitu tindak pidana, kesalahan dan pidana.Maka 
tidak adanya tujuan pemidanaan, karena tidak dirumuskan secara eksplisit 
dalam KUHP, sehingga dasar adanya pidana hanya terletak pada tindak pidana 
dan kesalahan.Sebab itu pemidanaan dianggap sebagai konsekuensi absolut 
yang harus ada, apabila kedua syarat ini terbukti. Akan tetapi dalam perspektif 
hukum pidana saat ini, Pemaafan Hakim (Judicial Pardon)dipandang perlu 
untuk memberi penegasan norma tujuan pemidanaan. Hal ini disesuaikan 
dengan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa 
“Kemanusiaan yang adil dan beradab”, ketentuan tersebut sangat menjunjung 







B. Penerapan Asas Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) Yang Mendukung 
Terdakwa Dalam Persidangan 
Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks menyangkut 
hak-hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan 
fungsional.Untuk itu diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat 
mendasar terhadap dampak pemidanaan.Baik menyangkut dampak yang 
bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.Pendekatan ini 
mengakibatkan adanya keharusantentang tujuan pemidanaan yang dapat 
memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang 
diakibatkan oleh tindak pidana (individual dan social demage). 
Judicial Pardon dapat dijadikan sebagai katup pengaman atau jaring 
terakhir, apabila suatu perkara tidak tersaring di tahapan penuntutan dan Hakim 
pemeriksa pendahuluan. Kewenangan Hakim untuk memberi maaf (Judicial 
Pardon) dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/ tindakan apapun diimbangi 
dengan adanya asas culpa in causa atau asas actio libera in causa yang 
memberi kewenangan kepada Hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si 
pelaku tindak pidana walaupun ada alasan penghapus pidana tersebut. Jadi 
kewenangan Hakim untuk memaafkan (tidak mempidana) diimbangi dengan 
kewenangan untuk tetap mempidana sekalipun ada alasan penghapus pidana. 
Dalam RUU KUHP sudah mengatur mengenai batasan dan pedoman bagi 
Hakim dalam  menjatuhkan putusan Judicial Pardon atau pemaafan Hakim 
yang harus didasarkan atas empat batasan/ rambu/ pedoman sebagaimana 





a) Ringannya perbuatan  
RUU KUHP tidak memberikan batasan atau kriteria yang pasti terkait 
maksud dari “ringannya perbuatan” didalam ketentuan pemaafan 
Hakim. Sebenarnya ketidakpastian ini merupakan bentuk kelemahan 
dari pengaturan akan lembaga pemaafan Hakim yang akan 
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Akan tetapi tidak 
diaturnya secara konkret akan maksud dari “ringannya perbuatan” 
bertujuan agar tidak melimitasi kewenangan Hakim dalam 
menjatuhkan putusan pemaafan hanya terhadap delik tertentu saja. 
Akan lebih baik jika menegaskan mengenai kriteria delik apa saja 
yang termasuk delik ringan, berat dan sangat berat. Hal ini bertujuan 
agar terdapat kepastian bagi Hakim, dalam menentukan apakah suatu 
delik dapat dikatakan ringan atau tidak. 
b) Keadaan pribadi pembuat (pelaku tindak pidana) 
RUU KUHP tidak memberikan definisi mengenai keadaan pribadi, 
namun menurut Muhammad Irfan dalam tesisnya mengungkapkan 
klausula “keadaan pribadi” termuat dalam beberapa pasal di RUU 
KUHP62.Sebagai contoh adalah Pasal 23 RUU KUHP yang 
menegaskan “keadaan pribadi seseoarang yang menghapuskan, 
mengurangi, atau memberatkan pidana hanya diberlakukan terhadap 
pembuat atau pembantu tindak pidana yang bersangkutan” dalam 
penjelasan Pasal tersebut, keadaan pribadi yang dimaksud adalah 
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belum cukup umur dan orang yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. 
c) Keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian 
RUU KUHP juga tidak memberikan maksud yang jelas mengenai 
syarat ini, demikian pula dengan penjelasan Pasal 60 ayat (2) RUU 
KUHP, tidak terdapat ketegasan norma yang mengenai apa yang 
dimaksud dengan “keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang 
terjadi kemudian”. Akan lebih baik jika dicantumkan penjelasan 
mengenai maksud dari “keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau 
yang terjadi kemudian”.Hal ini bertujuan agar terciptanya kepastian 
hukum dalam pelaksanaan lembaga pemaafan Hakim. 
d) Mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan 
Sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pemidanaan Pasal 59 ayat (1) 
dan (2) RUU KUHP 2018, dalam mengadili suatu perkara pidana, 
Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.Jika dalam 
menegakkan hukum dan keadilan tersebut terdapat pertentangan 
antara kepastian hukum dan keadilan, maka Hakim wajib 
mengutamakan keadilan. Hakim diberi wewenang untuk dapat 
memberikan maaf apabila hakim merasa bahwa pemberian pidana 
akan mengusik keadilan dan kemanusiaan. Serta apabila Hakim 
merasa ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka 
Hakim dapat memiliki keleluasaan untuk tetap membela pada keadilan 





Teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nantinya akan berorientasi 
kepada Keadilan Restoratif (Resrative Justice) yang dipahami sebagai bentuk 
pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan 
pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang 
terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada 
pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.  
Dalam RUU KUHP Pasal 187 jenis putusan akhir yang dapat dikeluarkan 
hanya terbagi atas tiga macam yaitu (1) Putusan Pemidanaan, (2) Putusan 
Lepas, (3) Putusan Bebas.Sedangkan dalam perkara Judicial Pardon yang 
terjadi adalah secara unsur-unsur tindak pidana terbukti, tetapi tidak dijatuhkan 
pemidanaan. Hal tersebut tentu akan menimbulkan ketidakjelasan terkait jenis 
putusan apa yang cocok untuk dijatuhkan terhadap terdakwa yang diberikan 
Judicial Pardon.  
Pengaturan mengenai bentuk putusan pengadilan berupa putusan 
Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) harus termuat dalam RUU KUHP, agar 
putusan yang berjenis Pemaafan Hakim tersebut dapat mempunyai kekuatan 
hukum. Sehingga tidak akan berakhir menjadi pasal tumpul yang tidak akan 
digunakan oleh majelis Hakim. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan 
pengaturan secara teknis bagaimana penerapan Judicial Pardon bukan hanya 
sekedar konseptual semata, melainkan dapat diaplikasikan pada praktek di 






C. Kendala Penggunaan Asas Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) Bagi 
Terdakwa 
Sebalumnya telah diuraikan mengenai kebutuhan atas Judicial Pardon di 
Indonesia yang memang dibutuhkan saat ini dalam pembaharuan hukum 
Indonesia.Sehingga diharapkan dengan adanya konsep ini bisa 
menyeimbangkan tiga hal paling penting dalam hukum pidana yakni keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum.Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa 
hukum itu bersifat plural, tergantung dimana hukum itu dibuat sehingga 
masing-masing Negara memiliki hukum yang berbeda-beda.Kepluralismean 
hukum ini terdiri dari tiga hal yakni unsur masyarakat, Negara serta unsur nilai 
dan etika. 
Sementara itu KUHP tidak mengatur tentang pemaafan Hakim atau 
judicial pardon, pada prinsipnya KUHP sendiri merupakan sebuah sistem 
pemidanaan (substantif) yang kaku dan bertolak dari tiga masalah hukum 
pidana.Yaitu bersifat melawan hukum (strafbaarfeir), kesalahan (schuld), dan 
pidana (straf/ punishment/ poena). Sedangkan dalam RUU KUHP kedepannya 
harus tetap mendasari dari sifat “model kepastian”, akan tetapi sifatnya yang 
saat ini kaku dan harus diubah menjadi fleksibel. Hal ini ditujukan untuk 
menjawab kasus-kasus yang sebenarnya tidak layak untuk dijatuhkan suatu 
pemidanaan walaupun telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Apabila model ini diterapkan, maka pelaku yang nantinya dimaafkan dan 
tidak dipidana akan mempunyai tempat dalam sistem peradilan pidana. 





dilaksanakan oleh Majelis Hakim. Apabila Judicial Pardon ditinjau dari ketiga 
tujuan pemidanaan yaitu teori absolute, teori relatif dan teori gabungan, serta 
teori tujuan dan pedoman pemidanaan dalam RUU KUHP 2018, akan 
mengahsilkan pandangan yang berbeda. 
Judicial Pardon Ditinjau dari Teori Absolut 
Pemaafan Hakim tidak dapat berjalan bersama dengan tujuan pemidanaan 
yang bersifat absolut, karena pada dasarnya teori ini memandang bahwa 
pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah 
dilakukan.Sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan karena seseorang telah 
melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak dan harus ada 
sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. 
Sehingga sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam dengan prinsip 
yang berpegang pada “pidana untuk pidana” yang mengesampingkan nilai-nilai 
kemanusiaan. Sedangkan Judicial Pardon dilandasi prinsip yang berpegang 
pada “Pemidanan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 
martabat manusia”. Serta juga dilandasi pemikiran untuk menghindari 
kekakuan dan berlandaskan asas kemanfaatan dan kemanusiaan.Sehingga para 
pelaku tindak pidana tidak harus selalu berakhir di lembaga pemasyarakatan. 
Judicial Pardon Ditinjau dari Teori Relatif 
Apabila diperhatikan, terdapat kedekatan antara teori relatif dengan tujuan 
pemidanaan yang tercantum dalam rumusan RUU KUHP 2018.Namun perlu 





kemungkinan yang menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana 
ringan, dapat dijatuhi hukuman berat. Kepuasan masyarakat diabaikan jika 
tujuan utama adalah untuk memperbaiki masyarakat, sehingga mencegah 
kejahatan dengan cara menakut-nakuti sulit diterapkan. Hal ini menunjukan 
adanya kemungkinan bahwa Judicial Pardon tidak dapat berjalan bersamaan 
dengan teori relatif. 
Judicial Pardon Ditinjau dari Teori Gabungan 
Pada teori ini menggunakan teori  absolut dan teori relatif sebagai dasar 
pemidanaan dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki 
kelemahan satu sama lain. Hal yang tidak terbantahkan adalah pidana 
merupakan sala satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki 
narapidana. Teori gabungan atau teori integratif dapat dibagi menjadi tiga 
golongan, yaitu : 
a) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak 
boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat 
mempertahankan tata tertib masyarakat.  
b) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib 
masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang 






c) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara 
kedua hal diatas63. 
Walaupun pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan masyarakat 
dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.Judicial Pardon dapat 
diterapkan bersama dengan teori gabungan karena merujuk kepada pembagian 
tiga golongan yang telah disebutkan di atas.Hakim dapat memberikan putusan 
pemaaf berdasarkan individualisasi pidana atau berdasarkan suatu kualifikasi 
tertentu terhadap tindak pidana. 
Judicial Pardon Ditinjau dari Teori Pemidanaan dalam Konsep RUU KUHP 
2018 
RUU KUHP 2018 memasukkan Tujuan Pemidanaan yang terdapat pada 
ketentuan umum Pasal 58 dan Pedoman Pemidanaan Pasal 59, untuk Hakim 
dapat memaafkan pelaku tindak pidana yang dipandang dapat dimaafkan 
meskipun terbukti jelas bersalah. Tujuan Pemidanaan dalam Pasal 58 ayat (1) 
menyatakan bahwa, pemidanaan bertujuan : 
a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menekankan norma 
hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; 
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan 
pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; 
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c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, 
memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai 
dalam masyarakat; dan 
d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada 
terpidana. 
Tujuan pemidanaan yang tercantum di atas mengandung nilai-nilai 
kemasyarakatan yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Selain itu tujuan di atas 
akan lebih integratif dengan lebih berorientasi kepada terdakwa sebagai pelaku 
tindak pidana dibandingkan dengan perbuatan pidana. 
Menginggat bahwa KUHP Indonesia saat ini, belum mengatur tentang 
pemaafan oleh Hakim.Karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
merupakan sebuah sistem pemidanaan (substantif) yang kaku dan bertolak dari 
tiga masalah hukum pidana, yaitu tindak pidana, kesalahan dan pidana.Maka 
tidak adanya Tujuan Pemidanaan, karena tidak dirumuskan secara eksplisit 
dalam KUHP.Sehingga dasar adanya pidana hanya terletak pada tindak pidana 
dan kesalahan.Sebab itu pemidanaan dianggap sebagai konsekuensi absolut 
yang harus ada, apabila kedua syarat ini terbukti.Hal inilah yang menjadi 
kendala saat ini bagipenggunaan asas pemaafan Hakim bagi terdakwa tindak 
pidana.Mengingat belumadanya tujuan dan pedoman pemidanaan 
dalamKUHP, maka Hakim sulit untuk memberi putusan pemaafan/ tidak 










Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 
peneliti, maka kesimpulannya yaitu : 
1. Hakim dalam menjustifikasi adanya suatu pemidanaan terhadap 
pelaku tindak pidana di Indonesia, saat ini hanya melihat dari tindak 
pidana (syarat obyektif/ legalitas) dan kesalahan (syarat subyektif/ 
culpabilitas), namun dengan adanya Asas Pemaafan Hakim (Judicial 
Pardon) maka selain dua syarat di atas, Hakim juga harus 
mempertimbangkan tujuan serta pedoman pemidanaan. Tujuan serta 
pedoman pemidanaan telah dituangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 
RUU KUHP Indonesia. Hakim harus mempertimbangkan ringannya 
perbuatan, keadaan pribadi pembuat, keadaan pada waktu dilakukan 
perbuatan atau terjadi kemudian, serta mempertimbangkan segi 
keadilan dan kemanusiaan. Serta apabila Hakim memandang bahwa 
pelaku tindak pidana itu tidak harus dijatuhkan pidana, maka Hakim 
dapat melakukan pemaafan. Nantinya ketikan dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum terbukti secara sah dan meyakinkan kemudian diberi pemaafan 
oleh Hakim, maka pelaku tindak pidana tidak dipidana atau dihukum.  
2. Prospektif penerapan Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam 
putusan Pengadilan yang menguntungkan terdakwa apabila 






dalam sistem peradilan pidana, jika suatau perkara tidak tersaring di 
tahap penuntutan dan Hakim pemeriksa pendahuluan. Hakim dalam 
memberikan putusan Judicial Pardon harus berdasarkan rambu-rambu 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (2) RUU KUHP. 
Sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak 
menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan 
mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. 
3. Konsep Judicial Pardon tidak dapat berajalan bersamaan dengan 
tujuan pemidanaan yang bersifat absolut dan relatif, hal inilah yang 
menjadi kendala bagi penerapan pemaafan Hakim kepada terdakwa 
pelaku tindak pidana. Namun terdapat kemungkinan diterapkan teori 
gabungan dengan berdasarkan individualisasi pidana dan suatu 
kualifikasi tertentu. Konsep ini akan sesuai dengan tujuan dan 
pedoman pemidanaan yang terdapat di dalam RUU KUHP Indonesia, 
yang nantinya sebagai dasar pembenaran atau justifikasi adanya tindak 
pidana tidak hanya merujuk kepada tindak pidana sebagai syarat 
objektif dan kesalahan sebagai syarat subjektif, tetapi juga pada tujuan 
dan prinsip pemidanaan. 
B. Saran 
Berdasarkan pada uraian diatas, maka peneliti dapat memberikan saran-
saran sebagai berikut : 
1. Bagi lembaga pembuat undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat 





yang memerlukan pembaharuan, salah satunya dengan mengesahkan 
RUU KUHP demi tercapainya sistem peradilan pidana yang lebih 
efektif di Indonesia. KUHP yang ada saat ini berlaku dirasa kaku dan 
tidak memiliki nilai pemaafan dalam formulasinya, dengan 
dimasukannya Judicial Pardon dalam rangka mencari keadilan 
masyarakat Indonesia dapat diwujudkan secara nyata. 
2. Perlu dilakukannya peningkatan kemampuan para penegak hukum, 
khususnya Hakim agar nantinya Judicial Pardon dapat berjalan 
dengan baik. Sehingga sesuai dengan rambu/ pedoman/ acuan dalam 
penjatuhan putusan pemaaf, yang telah diatur dalam RUU KUHP dan 
tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 
3. Kebutuhan hukum pidana saat ini dan juga Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) yang masih merupakan hasil kolonial dan 
dirasa kaku, sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. 
Untuk itu lembaga pembuat undang-undang (Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden) segera mengesahkan RUU KUHP demi 
tercapainya sistem peradilan pidana pidana yang lebih efektif di 
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